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 Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang berjudul “Tinjauan Fiqh 
Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-
XVIII/2020 tentang Proses Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Provinis Papua dan Provinsi Papua Barat” yang bertujuan untuk menjawab dua 
rumusan masalah yaitu: bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-
XVIII/2020 tentang Proses Pengangkatan Anggota DPRP dan DPRPB serta 
bagaimana analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020 tentang Proses Pengangkatan Anggota 
DPRP dan DPRPB. 
 Data Penelitian ini dihimpun menggunakan teknik kualitatif yang 
bersumber dari studi kepustakaan dan disusun secara sistematis sehingga menjadi 
data yang konkrit mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-
XVIII/2020 tentang Proses Pengangkatan Anggota DPRP dan DPRPB, 
selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu Fiqh 
Siyasah Dusturiyah. 
Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020, 
Mahkamah Konstitusi sepenuhnya menolak permohonan Pemohon dengan alasan 
pengangkatan anggota DPRP dan DPRPB melalui pengangkatan merupakan 
keahlian Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sendiri. Dengan cara ini, 
provinsi Papua dan Papua Barat memiliki perwakilan orang asli Papua sendiri. 
Berdasarkan otonomi khusus kepada provinsi Papua dan Papua Barat, tidak tepat 
mengangkat anggota DPRP dan DPRPB melalui pemilihan langsung, seperti 
pemilihan umum yang tidak menggunakan otonomi khusus. Adapun kekhususan 
lainnya yaitu yang terpilih menjadi Pansel (Panitia Seleksi) bukan dari parpol, 
maka sah-sah saja untuk menjadi bagian dari Pansel (Panitia Seleksi). Tinjauan 
Fiqh Siyasah Dusturiyah yang penulis paparkan, mengacu pada Ahlu al-Halli Wa 
al-‘Aqdi, yaitu lembaga legislatif yang berada di bawah naungan Majelis Syuro, 
dimana mempunyai kewenangan yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. 
Ahlu al-Halli Wa al-‘Aqdi merupakan sekelompok orang yang berilmu, adil, dan 
bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan pengangkatan calon anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Papua yang sangat mengutamakan anggota dewan yang 
berilmu, adil, dan bertanggung jawab dengan proses yang sangat ketat. Dengan 
melakukan tes ilmu pengetahuan dan wawancara terkait dengan implementasi 
Otonomi Khusus, wawasan kebangsaan, pemaparan visi, misi dan konsep 
perlindungan, pemberdayaan, penghormatan dan keberpihakan (affirmative 
action) terhadap Orang Asli Papua. 
Dengan diberikannya otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua 
Barat, pemerintahan daerah diharapkan tidak menghendaki kebijakan yang 
bertentangan dengan aturan yang ada. Kebijakan yang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan akan meminimalisir adanya konflik jika diimplementasikan 
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A. Latar Belakang 
Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didesantralisasikan, sistem 
pemerintahan daerahnya tidak selalu sama pemerintah pusat juga memberlakukan 
kebijakan otonomi khusus atau kerap disebut asymmetric decentralization, yaitu 
dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang besar di bidang politik, 
ekonomi, dan sosial budaya kepada pemerintah daerah. Otonomi khusus adalah 
pengakuan pemerintah terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang 
karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus 
yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya.1 
Salah satu daerah yang menggunakan otonomi khusus adalah Provinsi Papua 
dan Papua Barat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Sebelumnya Provinsi Papua Barat 
belum mempunyai ketetapan dalam Undang-Undang tentang kekhususan 
daerahnya. Karena untuk suatu kepastian hukum bagi Provinsi Papua Barat, maka 
Provinsi Papua Barat ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 
Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (yang 
selanjutnya disebut UU No. 21 Tahun 2001).
                                                          
1 Syofyan Hadi, “Kedudukan Daerah Khusus Provinsi Papua Dan Papua Barat Dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia”, Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, (Juli-November 2015), 185. 
 



































Perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai dasar 
pijakan dari pemerintahan daerah dan otonomi khusus bagi papua mengalami 
banyak dinamika terhitung sejak kemerdekaan. Namun kemudian, pada saat 
reformasi dimana terdapat banyak perubahan dengan berbagai tuntutan bangsa 
Indonesia dan terlebih rakyat Papua yang pada saat itu telah mengagendakan 
otonomi khusus untuk daerah yang jauh dari Ibukota. Konstitusi pun diciptakan 
sebagai dasar yang harus mampu menampung segala hak setiap warga negara.1 
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian 
kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan 
mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Kewenangan yang lebih luas dalam hal ini merupakan tanggung jawab yang lebih 
besar bagi Provinsi Papua beserta rakyatnya untuk menyelenggarakan 
pemerintahan, termasuk penentuan wakil-wakil rakyat melalui pengangkatan yang 
diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini 
pula sebagai pemberdayaan masyarakat Papua sendiri, dengan memberikan peran 
bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. 
Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan 
strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman 
masyarakat Papua. Selain itu pelaksanaan otonomi khusus di Papua maupun Papua 
Barat dilakukan secara proporsional sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa 
dan bernegara yang hidup dalam nilai-nilai luhur masyarakat Papua, yang diatur 
                                                          
1 Agnes Harvelian, Otonomi Khusus Papua: Konsepsi, Legalisasi, dan Implementasi, (Yogyakarta: 
Suluh Media, 2018), 12. 
 



































dalam Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi. Peraturan Daerah 
Khusus dan/atau Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Daerah yang tidak 
boleh mengesampingkan peraturan perundang-undangan lain yang ada, termasuk 
dalam hal pemilihan dan pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Provinsi Papua.2 
Dalam penerapan proses pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Provinsi Papua dan Papua Barat ternyata tidak berjalan baik, sehingga 
menyebabkan adanya permohonan untuk pengujian materi Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2001 dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
4/PUU-XVIII/2020. Pasal yang diujikan adalah Pasal 6 ayat (2) menyebutkan 
bahwa : “DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan 
peraturan perundang-undangan.” Dalam bunyi Pasal tersebut terdapat frasa 
“diangkat” yang dianggap menimbulkan konflik di masyarakat. 
Masyarakat berpendapat bahwa pengangkatan anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Provinsi Papua dan Papua Barat yang dilakukan pemerintahan daerah 
merupakan tindakan penyimpangan terhadap demokrasi yang telah dianut dalam 
sistem ketatanegaraan di Indonesia dan berpotensi menimbulkan konflik. Menurut 
Gubernur Papua bahwa pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua 
menimbulkan konflik. Sehingga sebaiknya keanggotaan Dewan Perwakilan 
Rakyat Papua 2014 – 2019 diteruskan pada periode berikutnya agar tidak 
menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Sebaliknya, di Provinsi Papua 
Barat dalam rekrutmen calon-calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, 
                                                          
2 Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020. 
 



































melalui pengangkatan terjadi masalah hukum karena seorang Ketua Majelis 
Rakyat Provinsi Papua Barat ditunjuk dan menjadi anggota panitia seleksi. 
Kekacauan dalam mekanisme pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Papua ini menunjukkan adanya proses rekrutmen yang tidak demokratis sehingga 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu 
kekhususan Provinsi Papua dan Papua Barat tidak terletak pada adanya anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang diangkat, tetapi jumlah anggotanya yang 
lebih banyak daripada Dewan Perwakilan Rakyat Papua lainnya yakni Dewan 
Perwakilan Rakyat Papua 1 ¼ kali dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua 
sebelumnya.3 
Dalam konsep Islam sendiri, kepemimpinan dapat diartikan sebagai sebuah 
konsep interaksi, relasi, proses otoritas, kegiatan mempengaruhi, mengarahkan 
dan mengkoordinasi baik secara horizontal dan vertikal. Yang kemudian dalam 
teori manajemen, fungsi pemimpin sebagai perencana dan pengambil keputusan 
(planning and decision maker), pengorganisasi (organization), kepemimpinan dan 
motivasi (leading and motivation), pengawasan (controlling), dan lain-lain (Fakih 
dkk., 2001: 3-4). Dalam al-Qur’an Surat Shad: 26 Allah SWT berfirman:  
َّبِعِ اْلَهَوى فَيُِضلَّكَ  َعْن  يَا دَاُودُ إِنَّا َجعَْلنَاَك َخِليفَةً فِي األْرِض فَاْحُكْم بَْيَن النَّاِس بِاْلَحِقِّ َوال تَت
 ِ ِ لَُهْم َعذَابش َشِديدش بَِما نَُسوا يَْوَم اْلِحَسابِ َسبِيِل اَللَّ   إِنَّ الَِّذيَن يَِضلنووَن َعْن َسبِيِل اَللَّ
“(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah 
(penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan 
adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan 
                                                          
3 Sri Pujianti/LA, “Menyoal Mekanisme Pengangkatan Anggota DPRP Papua”, Berita Sidang 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (20 Januari 2020). 
 



































engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan 
mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” 
Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa salah satu tugas dan kewajiban utama 
seorang khalifah adalah menegakkan supremasi hukum secara al-Haq. Seorang 
pemimpin tidak boleh menjalankan kepemimpinannya dengan mengikuti hawa 
nafsu. Karena tugas kepemimpinan adalah tugas fi sabilillah dan kedudukannya 
pun sangat mulia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam 
perspektif Islam adalah suatu kegiatan atau kemampuan orang lain untuk 
mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama 
yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur’an dan Al-Hadits untuk mencapai tujuan 
yang diinginkan bersama.4 
Terdapat pula ketentuan dalam Hadits tentang keharusan mengangkat seorang 
pemimpin. 
دُ ْبُن َعْجالََن َعْن نَافِعٍّ َعْن ىنو ْبُن بَْحِر ْبِن حدثَنَا َعلِ  ىٍِّّ حدَّثَنَا َحاتُِم ْبُن إْسَماِعيَل َحدَّثَنَا ُمَحمَّ بَرِِّ
ِ صلى اَللَّ عليه  وسلم قَاَل : إِذَا َخَرَج ثاَلَثَةش أَبِى َسلََمةَ َعْن أَبِى َسِعيدٍّ اْلُخْدِرىِِّ أَنَّ َرُسوَل اَللَّ
ُروا أََحدَُهْم. )رواه أبو داود(فِى  َسفَرٍّ فَْليَُؤمِِّ  
“ketika 3 orang keluar melakukan perjalanan, maka perintahkanlah salah seorang 
dari mereka untuk menjadi pemimpin” (HR Abu Daud, tt:340, No.Hadits 2610 Bab 
Fi al-Kaum Yusafiru, juz III).5 
Pengangkatan seorang pemimpin menurut Fiqh Siyasah Dusturiyah tak 
menutup kemungkinan pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat termasuk didalamnya. Karena seorang 
                                                          
4 Devi Pramitha, “Kajian Tematis Al-Qur’an Dan Hadits Tentang Kepemimpinan”, J-PAI: Jurnal 
Pendidikan Agama Islam Vol. 3 No. 1, (Juli-Desember 2016), 5-6. 
5 Novita Pancaningrum, “Kontekstual Konsep Pemimpin Dalam Teks Hadis”, Riwayah: Jurnal 
Studi Hadis Volume 4 Nomor 2, (2018), 210. 
 



































pemimpin yang memimpin dengan kebijaksanaannya sangat dibutuhkan bagi umat 
yang berkelompok. Begitupun dengan cara pengangkatannya yang harus sesuai 
dengan aturan yang ada. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti 
mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 
a. Otonomi khusus bagi papua yang masih mengalami banyak dinamika dari 
sejak kemerdekaan hingga sekarang 
b. Konflik tentang pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang berakibat adanya 
pengujian materi Pasal 6 ayat (2) UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua sehingga terbit Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 4/PUU-XVIII/2020 
c. Fiqh siyasah dusturiyah dimana tentang perundang-undangan yang tidak 
menutup kemungkinan juga meninjau cara pengangkatan seorang 
pemimpin termasuk pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Papua dan Papua Barat 
C. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah yang terlalu luas, maka perlu diberikan 
pembatasan masalah yaitu membahas tentang analisis Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020 sebagai jawaban atas pengujian materi 
Pasal 6 ayat (2) UU No 21 Tahun 2001 dan tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah 
tentang pengangkatan Anggota DPRP dan DPRPB. 
 



































D. Rumusan Masalah 
Dengan berdasarkan penjelasan diatas maka penulis merumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana putusan mahkamah konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020 tentang 
Proses Pengangkatan Anggota DPRP dan DPRPB ? 
2. Bagaimana analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020 tentang pengangkatan Anggota DPRP 
dan DPRPB ? 
E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian 
terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas perihal 
permasalahan pengangkatan anggota DPR. Hal ini dilakukan agar menghindari 
asumsi plagiasi, antara lain: 
1. “Kedudukan Daerah Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia”. Jurnal ini ditulis oleh Syofyan Hadi, S.H., M.H. 
dan Yaffed Septian Bernada, S.H. dalam Jurnal Ilmu Hukum, Mimbar 
Keadilan. Jurnal ini menjelaskan tentang kedudukan daerah khusus Provinsi 
Papua dan Papua Barat dalam Megara Kesatuan Republik 
Indonesia.6Sedangkan dalam skripsi yang saya tulis ini membahas tentang 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020 Tentang Proses 
                                                          
6 Syofyan Hadi, Yaffed Septian Bernada, “Kedudukan Daerah Khusus Provinsi Papua dan Papua 
Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, (Juli-
November 2015). 
 



































Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat. 
2. “Perwakilan Masyarakat Adat di Dewan Perwakilan Rakyat Papua: Dinamika 
dan Relevansi Pembentukan dengan Penguatan Demokrasi Deliberatif”. 
Jurnal ini ditulis oleh Nelwan Ronsumbre, Dede Sri Kartini, Universitas 
Padjadjaran. Jurnal ini menjelaskan tentang dinamika dan relevansi 
pembentukan dengan penguatan demokrasi deliberatif dari perwakilan 
masyarakat adat di Dewan Perwakilan Rakyat Papua.7 
F. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini yaitu: 
1. Untuk mengetahui putusan mahkamah konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020 
tentang Proses Pengangkatan Anggota DPRP dan DPRPB 
2. Untuk mengetahui analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020 tentang pengangkatan 
Anggota DPRP dan DPRPB. 
G. Kegunaan Hasil Penelitian 
Hasil dari penelitian mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020 tentang Proses 
Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua dan Provinsi 
Papua Barat, diharapkan banyak memberikan kegunaan baik secara teoristis 
maupun praktis. 
                                                          
7 Nelwan Ronsumbre, Dede Sri Kartini, “Perwakilan Masyarakat Adat di Dewan Perwakilan 
Rakyat Papua: Dinamika dan Relevansi Pembentukan dengan Penguatan Demokrasi Deliberatif”, 
Jurnal Moderat, Volume 6, Nomor 2. 
 



































1. Kegunaan teoritis 
Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 
ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara khususnya 
tentang: 
a. Putusan mahkamah konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020 tentang Proses 
Pengangkatan Anggota DPRP dan DPRPB. 
b. Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 4/PUU-XVIII/2020 tentang pengangkatan Anggota DPRP dan 
DPRPB 
2. Kegunaan Praktis 
Dapat dijadikan sebagai masukan atau sumbangan ilmu dan pikiran terkait 
pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Papua Barat. 
H. Definisi Operasional 
Sebelum berlanjut ke pembahasan selanjutnya disini penulis akan menjelaskan 
tentang pemahaman istilah-istilah yang terdapat dalam judul yang penulis buat 
yaitu Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 4/PUU-XVIII/2020 tentang Proses Pengangkatan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat agar dapat dipahami 
dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkannya. Berikut ini istilah-istilah 
yang akan dipakai dalam judul tersebut: 
1. Fiqh Siyasah Dusturiyah 
Kata fiqh dalam bahasa Arab yang berasal dari kata faqiha-yafqahu-fiqhan 
yang bermakna mengerti dan memahami. Secara definitif, fiqh  berarti “ilmu 
 



































tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari 
dalil-dalil yang tafsili”. 8  Sedangkan Siyasah Dusturiyah, yakni siyasah yang 
berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem 
pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar 
warga negara, dan lain-lain.9 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah hukum-
hukum syar’i tentang peraturan dasar atau perundang-undangan suatu negara.  
2. Putusan Mahkamah Konstitusi 
Putusan Mahkamah Konstitusi adalah suatu putusan yang lahir akibat adanya 
Undang-Undang yang diujikan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 karena 
dianggap bertentangan dan merugikan hak konstitusional masyarakat ataupun 
suatu daerah. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Papua Barat 
Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Papua Barat adalah lembaga perwakilan 
rakyat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Papua dan 
Provinsi Papua Barat. 
I. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini temasuk kedalam jenis penelitian yuridis normatif dimana data 
utamanya adalah data sekunder. 
                                                          
8 Nurhayati & Ali Imran Sinaga, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2018), 1-2. 
9 Ridwan, Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan, (Jakarta: Amzah, 2019), 67. 
 



































Penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan 
atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada 
peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. 10 
2. Urgensi objek penelitian 
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi objek dalam peelitian ini berisi 
tentang masyarakat papua yang mengajukan uji materi Pasal 6 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. 
Dimana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa seorang anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat dipilih dan 
diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang menimbulkan 
konflik adalah frasa “diangkat” dalam bunyi pasal tersebut. Dari frasa ini 
masyarakat papua menganggap bahwa pemilihan anggota DPR di Papua dan Papua 
Barat tidak adil dan tidak sesuai dengan sistem demokrasi di Indonesia. Karena 
menurut Gubernur Papua bahwa pengangkatan anggota DPRP menimbulkan 
konflik. Sehingga sebaiknya keanggotaan DPRP 2014 – 2019 diteruskan pada 
periode berikutnya agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. 
Padahal suatu konflik bisa saja diselesaikan, bukan dengan semerta-merta 
menyamaratakan semua permasalahan dengan satu jalan keluar yang semakin 
menjadi konflik. Dalam putusannya, hakim menyatakan menolak dengan 
pertimbangan bahwa dalam hal ini tidak seharusnya melakukan uji materi untuk 
pasal tersebut. Karena Undang Nomor 21 Tahun 2001 tersebut merupakan bentuk 
                                                          
10  Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk 
Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum (Bandung: Refika, 2018), 84. 
 



































kekhususan dari Papua itu sendiri yang dirancang sedemikian rupa untuk 
kebebasan masyarakat Papua dalam mengatur daerahya. Dari pernyataan tersebut, 
penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pengangkatan Anggota 
DPRP dan DPRPB. Dimana proses pengangkatan ini yang dianggap terlalu banyak 
konflik, dengan memaparkan secara umum mekanisme pengangkatan anggota 
DPRP dan DPRPB sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan 
menganalisisnya menurut perspektif fiqh siyasah dusturiyah. 
3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 
Dalam penilitian hukum, data sekunder mencakup: 
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri 
dari: 
1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua 
2) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua  Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang 
Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014-2019 
3) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat 
Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan 
4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020 
 



































b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 
primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil seminar 
dan seterusnya.11 
c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan yang memberikan 
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan 
hukum sekunder, antara lain kamus umum, kamus hukum, dan ensiklopedia.12 
4. Metode Pengumpulan Data 
Penulis menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Studi 
kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan 
topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Dimana studi kepustakaan ini 
mempelajari tentang data sekunder yang terdiri dari teori-teori yang diperoleh dari 
literatur, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. 
5. Analisis Data 
Setelah semua data terkumpul, diolah dan di analisis, kemudian berikutnya 
dilakukan penyimpulan. Data yang diperoleh dari litratur yang ada di pustaka, 
kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan. 
J. Sistematika Pembahasan 
Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjadi 
pokok pikiran dalam melakukan penelitian, identifikasi dan batasan masalah yang 
menjadi poin-poin permasalahan dan diberi batasan agar tidak terlalu luas dalam 
pembahasan penelitian, rumusan masalah merupakan permasalahan yang telah 
                                                          
11 Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum: Langkah-langkah Untuk Menemukan 
Kebenaran dalam Ilmu Hukum, (Bandung: Refika, 2018), 64. 
12 Ibid. 
 



































dirumuskan oleh penulis untuk dianalisis jawabannya dalam penelitian, kajian 
pustaka merupakan penelitian terdahulu yang mempunyai tujuan yang sama dalam 
beberapa hal dengan penelitian ini, tujuan dan kegunaan merupakan manfaat dari 
penelitian ini dalam kehidupan masyarakat yang luas, definisi operasional 
merupakan definisi dari judul yang diangkat oleh penulis, metode penelitian yang 
berisi tentang metode yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian, 
dan sistematika Pembahasan merupakan poin-poin yang dibahas oleh penulis dari 
tiap bab yang terdapat dalam penelitian ini. 
Bab II Kerangka Konseptual, memuat teori tentang Fiqh Siyasah Dusturiyah 
secara umum seperti definisi, ruang lingkup, dan lain-lain. Serta memuat teori 
secara umum tentang proses pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat di 
daerah khusus yang menggunakan otonomi khusus. 
Bab III Objek Penelitian, berisi tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
4/PUU-XVIII/2020 sebagai objek penelitian. 
Bab IV Pembahasan, berisi tentang pembahasan yaitu analisis Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020 dengan pemaparan secara 
umum dan Fiqh Siyasah Dusturiyah.. 
Bab V Penutup, bab terakhir berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan 
menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian untuk menjawab rumusan 
masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis 
yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan 
berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang 
perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.
 




































FIQH SIYASAH DUSTURIYAH DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA 
A. Teori Fiqh Siyasah 
1. Fiqh Siyasah 
a. Definisi Fiqh Siyasah 
Kata fiqh bersala dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa 
pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, 
seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “fiqh tentang sesuatu” 
berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya. Kata “faqaha” 
diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya 
digunakan untuk pengertian “kedalam ilmu yang dapat diambil manfaat 
darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (qath’i), fiqh 
merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (zhanni). Menurut 
istilah, fiqh adalah: 
 العلم باألحكام الشرعية العملية المستنبطة من ادلتها التفصيلية
“Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat 
amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili).” 
Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh  adalah upaya sungguh-
sungguh dari para ulama (mujtahidi|n) untuk menggali hukum-hukum 
syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga 
dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman 
terhadap hukum syara’ tersebut pun mengalami peribahan dan 
 



































perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan 
kondisi manusia itu sendiri.1 
Kata siyasah yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus 
dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan 
kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan 
siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas 
sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. 
Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa 
siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk 
memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” 
Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan siyasah adalah “membuat 
kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan 
keselamatan.” Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah “mengatur 
atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada 
kemaslahatan.” 
Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik benang 
merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang 
membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam 
bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.2 
 
                                                          
1 Muhammad Iqbal, FIQH SIYASAH: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 
2014), 2-3. 
2 Ibid, 3-4 
 



































b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 
Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan didalam 
karangan fiqh siyasah nya yaitu al-Ahkam al-Sulthaniyyah, maka dapat 
diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut: 
1. Siyasah Dusturiyyah; 
2. Siyasah Maliyyah; 
3. Siyasah Qadla’iyyah; 
4. Siyasah Harbiyyah; 
5. Siyasah ‘Idariyyah. 
Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang 
berjudul al-Siyasah al-Syar’iyyah, ruang lingkup fiqh siyasah sebagai 
berikut: 
1. Siyasah Qadla’iyyah; 
2. Siyasah ‘Idariyyah; 
3. Siyasah Maliyyah; 
4. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah. 
Sementara Abd al-Wahab Khalaf lebih mempersempitnya menjadi 
tiga bidang kajian saja, yaitu: 
1. Siyasah Qadla’iyyah; 
2. Siyasah Dauliyyah; 
3. Siyasah Maliyyah. 
 



































Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T.M. Hasbi, membagi 
ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang beserta 
penerangannya, yaitu: 
1. Siyasah Dusturiyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan tentang peraturan 
perundang-undangan); 
2. Siyasah Tasyri’iyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan tentang penetapan 
hukum); 
3. Siyasah Qadla’iyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan peradilan); 
4. Siyasah Maliyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan ekonomi dan 
moneter); 
5. Siyasah ‘Idariyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan administrasi negara); 
6. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syra’iyyah (kebijaksanaan 
hubungan luar negeri atau internasional); 
7. Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah (politik pelaksanaan undang-
undang); 
8. Siyasah Harbiyyah Syar’iyyah (politik peperangan).3 
c. Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Hukum Islam 
T.M Hasbi ash-Shiddieqy (1904-1975) membagi hukum Islam secara 
sistematis menjadi enam bagian utama, yaitu: Pertama, yang berkaitan 
dengan masalah ibadah kepada Allah seperti shalat, zakat, dan haji. 
Kedua, yang berkaitan dengan keluarga, seperti nikah, talak, dan rujuk. 
                                                          
3 Siti Mahmadatun, “Konsep Fiqh Siyasah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 
Jo. Nomor 45 Tahun 1990”, Millah Vol. XVI, No. 1, (Agustus 2016), 310-312. 
 



































Ketiga, yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungan 
sesama mereka dalam bidang kebendaan seperti jual beli dan sewa-
menyewa. Keempat, yang berkaitan dengan perang damai dan jihad 
(siyar). Kelima, yang berkaitan dengan hukum acara di peradilan 
(munafa’ah). Keenam, yang berkaitan dengan akhlak (adab). 
Dari sistematika ini dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah 
memegang peranan dan kedudukan yang penting dalam penerapan dan 
aktualisasi hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat 
Islam. Tanpa keberadaan Negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan 
hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya, barangkali untuk 
masalah ibadah tidak terlalu banyak campur tangan siyasah, tetapi untuk 
urusan kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan 
siyasah.4 
2. Fiqh Siyasah Dusturiyah 
a. Definisi Fiqh Siyasah Dusturiyah 
Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah  yang membahas 
masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara 
lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah 
lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana 
                                                          
4 Heryanti, “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Fungsi BAPPEDA Dalam Perencanaan 
Pembangunan (Studi di Kabupaten Lampung Barat)”, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Raden 
Intan, Lampung, 2018), 32-33. 
 



































cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang 
merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.5 
Siyasah Dusturiyah merupakan bagian daripada fikih siyasah yang 
membahas secara khusus terkait perundang-undangan negara (konsep-
konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura). Siyasah 
Dusturiyah juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam 
siyasah dan hubungan symbiotic antara pemerintah dan rakyat serta hak-
hak warga negara yang wajib dilindungi. Selanjutnya, sumber dari siyasah 
dusturiyah menurut H.A. Djazuli meliputi: 
1. Al-Qur’an, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan 
kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran al-Qur’an. 
2. Hadits, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-
kebijaksanaan Rasulullah SAW. dalam menerapkan hukum. 
3. Kebijakan Khulafa al-Rasyidin, yang berhubungan dengan 
pengendalian pemerintah yang masing-masing Khalifah 
mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tapi 
sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan 
kebijakan. Yaitu, kebijakan yang ber-orientasi pada kemaslahatan 
rakyat. 
                                                          
5 Muhammad Iqbal, FIQH SIYASAH: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 
2014), 177. 
 



































4. Ijtihad ‘Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat 
karena dalam fikh dusturi bahwa hasil Ijtimak ‘ulama sangat 
membantu dalam memahami semangat dan prinsip fikih dusturi. 
5. Adat Kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku 
dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 
al-Qur’an dan Hadits.6 
B. Teori Otonomi Khusus Papua 
1. Definisi Otonomi Khusus 
Otonomi Khusus adalah daerah yang diberikan kewenangan khusus. 
Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan 
kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar 
masyarakat daerah. Kewenangan daerah dengan otonomi khusus mencakup 
kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang 
politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan 
peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. Selain kewenangan tersebut, dalam 
rangka pelaksanaan otonomi khusus, daerah diberi kewenangan khusus 
berdasarkan undang-undang kekhususannya.7 
                                                          
6 Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah, 
(Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 14-15. 
7 Agnes Harvelian, Otonomi Khusus Papua: Konsepsi, Legalisasi, dan Implementasi, 
(Yogyakarta: Suluh Media, 2018), 23. 
 



































Berdasarkan prinsip kedaulatan negara, satu atau lebih wilayah dapat 
diberikan status khusus sebagai daerah otonomi yang berhak menikmati local 
self-government yang menurut Lauri Hannikainen mencakup beberapa 
kewenangan dan isu tertentu yang penting antara lain: 
a. Status dari daerah otonomi harus ditentukan dalam konstitusi atau 
undang-undang yang berada diatas ketentuan perundang-undangan di 
suatu negara. Ini juga bisa didasarkan pada perjanjian antara pemerintah 
pusat dan masyarakat di daerah tersebut; 
b. Daerah otonomi harus mempunyai DPR yang dipilih secara demokratis 
oleh masyarakat di daerah tersebut dan memiliki beberapa kewenangan 
legislatif yang mandiri; 
c. Adanya kewenangan eksklusif dari pemerintah otonomi yang meliputi: 
pendidikan dan kebudayaan, kebijakan kebahasaan, urusan sosial, 
kebijakan agraria dan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, 
pembangunan ekonomi dan perdagangan daerah, kesehatan, tata ruang, 
dan transportasi. 
d. Daerah otonomi mempunyai kemungkinan untuk menjadi salah satu 
pihak dalam proses pengambilan kebijakan dalam level nasional; 
e. Peradilan lokal harus menjadi bagian dari otonomi dan dapat menikmati 
kemandirian dan kekuasaan eksekutif dan legislative; 
f. Kewenangan dalam perpajakan akan memberikan dasar kuat bagi 
pembangunan ekonomi dari daerah otonomi; 
 



































g. Daerah otonomi juga harus mempunyai hak untuk bekerja sama dengan 
daerah atau masyarakat lain di negara tetangga terutama dalam hal 
ekonomi dan budaya.8 
2. Sejarah Otonomi Khusus Papua 
Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk 
mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap 
HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan 
kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan 
dengan kemajuan provinsi lain. Otonomi khusus melalui Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2001 menempatkan orang asli Papua dan penduduk Papua 
pada umumnya sebagai subjek utama. Orang asli Papua adalah orang yang 
berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi 
Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh 
masyarakat adat Papua. Sedangkan penduduk Papua, adalah semua orang yang 
menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi 
Papua.9 
Terdapat kronologis sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan 
di Indonesia yang memberikan kebijakan terkait pemerintahan daerah di 
wilayah Papua oleh pemerintah sebagai relevensi kesesuaian regulasi amanah 
UUD 1945 dan keberadaan pemerintahan daerah dan otonomi khusus papua 
dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, anatara lain: 
                                                          
8 Ibid, 21-22. 
9 Hesti Alvionita, “Pengaturan Otonomi Khusus Bagi Daerah Otonom di Indonesia”, (Skripsi—
Universitas Bengkulu, 2014), 66. 
 



































a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang mengatur mengenai 
penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari oleh Komite Nasional Daerah. 
Undang-undang ini memberlakukan pertama suatu badan perwakilan di 
daerah setelah kemerdekaan, yang bertujuan sebagai penghubunga 
pemerintahan pusat dengan daerah yang pada saat itu daerah masih dibagi 
dalam wilayah yang cukup luas dan tidak termasuk Irian Barat yang masih 
menjadi wilayah sengketa politik dan kebijakan internasional. 
b. Undang-Undang Pokok Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan 
Daerah. Peraturan yang mengatur pertama tentang susunan kedaerahan, 
pada saat itu Indonesia telah menjabarkan dua konsep daerah otonom, 
yakni daerah otonom biasa dan daerah otonom khusus yang bermakna 
suatu daerah kooti yang bersifat istimewa. 
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan Daerah yang disebut juga Undang-Undang tentang Pokok 
Pemerintahan 1956. Merupakan peraturan yang mempertegas susunan 
kedudukan daerah otonom biasa yang dinamakan dengan daerah 
Swatantra, dengan segenap pelengkap instrumen badan eksekutif atau 
kepala daerah dalam susunan administrasi kedaerahan. 
d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan Derah. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959; 
Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1960; Penetapan Presiden Nomor 5 
Tahun 1960 jo Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1965. Pada tahun 1965 
 



































daerah otonom khusus atau swasta di hapuskan dan digabung satu 
kesatuan dalam daerah otonom biasa dengan tiga tingkatan. 
Pemerintahan mempersiapkan pembentukan daerah otonom tingkat III 
dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang 
Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya 
Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Indonesia. 
e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan di Daerah. Peraturan yang dibentuk lebih tegas saat zaman 
pemerintahan Presiden Soeharto ini, menetapkan satu daerah otonom 
sebagai pelaksana desentralisasi yang dibentuk dengan wilayah 
administrasi. 
f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 
Menurut Undang-Undang ini Indonesia dibagi menjadi satu macam 
daerah otonom dengan mengakui kekhususan yang ada pada tiga daerah 
yaitu Aceh, Jakarta, dan Yogyakarta dan satu tingkat wilayah 
administratif. 
g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
Undang-undang pertama yang dikeluarkan pemerintah setelah reformasi, 
yang mengatur daerah di Indonesia dengan membaginya menjadi satu 
jenis daerah otonom dengan perincian atas daerah-daerah provinsi dan 
daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Selain 
itu negara mengakui kekhususan dan atau keistimewaan yang ada pada 
empat daerah yaitu Aceh, Jakarta, Papua dan Yogyakarta. Negara juga 
 



































mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan msyarakat hukum adat 
(Desa atau nama lain) beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup 
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan. 
Berdasarkan keadaan tersebut diundangkannya Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, mempertegaskan status 
kekhususan yang diberikan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat terdapat 
empat hal yang diatur, antara lain; 
a. Kekhususan bidang pengelolaan keuangan Pasal 34; 
b. Lembaga khusus Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Pasal 6 s/d 10 
dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Pasal 19 s/d Pasal 25; 
c. Pembentukan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah 
Provinsi (Perdasi) Pasal 29 s/d 31, dan; 
Kewenangan khusus daerah Pasal 4, bidang perekonomian Pasal 38 s/d 
42, bidang pendidikan dan kebudayaan Pasal 56 s/d 58, bidang kesehatan Pasal 
59 s/d 60, bidang kependudukan dan ketenagakerjaan Pasal 61 s/d 62, bidang 
lingkungan hidup Pasal 63 s/d 64, dan; bidang sosial Pasal 65 s/d 66.10 
Pada dasarnya pemberian otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan 
Papua barat yakni untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan 
yang terjadi sebelumnya, seperti yang kita ketahui bahwa Provinsi Papua 
                                                          
10 Agnes Harvelian, Otonomi Khusus Papua: Konsepsi, Legalisasi, dan Implementasi, 
(Yogyakarta: Suluh Media, 2018), 15-17. 
 



































merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki 
keragaman suku dan bahasa, hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi 
perselisihan ataupun konflik di masyarakat. Otonomi khusus ini juga 
diberikan untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat Papua asli untuk 
menjalankan pemerintahan sesuai dengan adat ataupun kebiasaan di Provinsi 
Papua itu sendiri. Dengan tidak mengesampingkan keadilan dan Hak Asasi 
Manusia bagi masyarakat Papua.
 




































PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4/PUU-XVIII/2020 
TENTANG PROSES PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT 
 
A. Deskripsi Kasus 
Otonomi khusus Provinsi Papua diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pasal 6 ayat (2) dalam 
Undang-undang ini menurut pemohon menimbulkan konflik tentang proses 
pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Papua Barat. Dimana 
dalam Pasal 6 ayat (2) berbunyi: “DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan 
diangkat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”, yang menjadi konflik 
adalah sepanjang frasa “diangkat” dalam bunyi pasal tersebut.  
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009 
tanggal 1 Februari 2010 dimana Mahkamah memutuskan untuk memaknai frasa 
“berdasarkan peraturan perundang-undangan” pada Pasal 6 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagai “berdasarkan peraturan daerah khusus”. 
Dari pemaknaan inilah pemerintah Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua 
merancang dan akhirnya mengesahkan Perdasus tentang Tata Cara Pengisian 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang diangkat melalui jalur 
pengangkatan. Untuk Provinsi Papua pada periode 2014-2019 diatur dalam 
Perdasus Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Perdasus Nomor 7 
Tahun 2016. Sedangkan periode 2019-2024 diatur dalam Perdasus Nomor 9 Tahun 
 


































2019. Untuk Papua Barat pada periode 2019-2024 diatur dalam Perdasus Nomor 4 
Tahun 2019 (sebelumnya Perdasus Nomor 16 Tahun 2013). 
Menurut berbagai Perdasus tersebut, terdapat tiga instansi sebagai pihak 
penentu lolos atau tidaknya calon Anggota DPRP dan DPRPB, yakni Gubernur 
Papua, Kantor Kesatuan Bangsa Provinsi Papua (Kesbang), dan Panitia Seleksi 
(Pansel). Yang menjadi permasalahan dari ketiga instansi tersebut adalah, 
Gubernur Provinsi Papua tersebut merupakan Ketua salah satu Partai Politik yang 
ada di Indonesia, dimana menurut pemohon ada kemungkinan tidak terdapat 
transparansi dalam seleksi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Di sisi lain, 
para pihak penyeleksi yang menjadi bagian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan 
Pnitia Seleksi dipilih sendiri oleh Gubernur Papua yang notabene nya adalah 
seorang petinggi di Partai Politik. Ini juga menunjukkan kurang transparansi nya 
pembentukan kedua instansi penyeleksi tersebut. berdasarkan hal tersebut, 
pemohon menganggap yang berada di jajaran tersebut sebagian besar orang-orang 
yang hanya berada pada pihak satu orang. Sehingga menutup ruang bagi pemohon 
yang bukan dari pihak mereka dan pemohon menganggap hal ini merupakan suatu 
diskriminasi. Karena pada tahun 2009, pemohon mengajukan diri sebagai calon 
Anggota Dewan, namun karena adanya Perdasus yang diterbitkan pada saat itu, 
pemohon tidak diloloskan atau dibatalkan sebagai pendaftar calon. Padahal dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E disebutkan bahwa: (1) Pemilihan umum 
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima 
tahun sekali; (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan 
 


































Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
adalah Partai Politik; (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Daerah adalah perseorangan; (5) Pemilihan umum diselenggarakan 
oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri; (6) 
Ketentuan lebih lanjuta tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. 
Pemohon juga berpendapat bahwa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
3/PUU-VII/2009 menyatakan hal-hal seperti pemilu, daerah pemilihan, syarat 
peserta, dan hal lainnya yang ditujukan kepada pembentuk undang-undang untuk 
menentukan kebijakan hukum yang tidak menggerus prinsip kedaulatan rakyat, 
persamaan, keadilan, dan non-diskriminasi. 
Gubernur Papua mengakui bahwa memang terdapat konflik dalam pengisian 
dan pengangkatan anggota dewan ini. Karena adanya konflik tersebut, gubernur 
menyatakan sebaiknya jabatan anggota DPR pada periode sebelumnya (2014-
2019) diteruskan ke peride selanjutnya (2019-2024) tanpa proses pengangkatan 
lagi agar tidak timbul masalah baru. Gubernur bahkan sudah mengajukan 
permohonan perpanjangan masa jabatan tersebut kepada Kementerian Dalam 
Negeri, meskipun akhirnya terdapat penolakan dari Kementerian Dalam Negeri. 
Terdapat masalah pula di Provinsi Papua Barat, dimana Ketua Majelis Rakyat 
Provinsi Papua Barat ditunjuk menjadi Panitia Seleksi (Pansel), meskipun 
akhirnya diberhentikan oleh Gubernur Papua Barat.Dari kasus itulah pemohon 
menganggap terdapat berbagai kekacauan yang terjadi dalam lingkup 
pengangkatan anggota DPRP dan DPRPB. Hal ini juga bisa menyebabkan adanya 
 


































diskriminasi kepada beberapa pihak. Maka dari itu pemohon mengajukan 
permohonan uji materil Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sepanjang frasa “diangkat” terhadap 
Undang-Undang Dasar 1945. 
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020 
1. Pemohon adalah warga negara Indonesia, khususnya berasal dari Provinsi 
Papua yang adalah wakil dari kaum perempuan yang bergerak dalam 
organisasi sebagai pembela kepentingan perempuan Papua dan menjadi 
korban dari mekanisme “pengangkatan” anggota DPRP pada tahun 2009. 
2. Objek permohonan yang dimohonkan pengujian materil di Mahkamah 
Konstitusi adalah Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 
sepanjang frasa “diangkat” 
3. Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing) 
Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah 
pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya 
dirugikan oleh berlakunya undng-undang, yaitu:1 
a. Perorangan warga negara Indonesia; 
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 
c. Badan hukum publik atau privat; atau 
                                                          
1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020 
 


































d. Lembaga negara. 
Berdasarkan ketentuan diatas, pemohon adalah warga negara 
Indonesia, khususnya berasal dari Provinsi Papua, mempunyai kedudukan 
sama dalam hukum dan pemerintahan, berhak atas suatu kepastian hukum 
yang adil, berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan, berhak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat 
diskriminatif, dan berhak pula untuk mendapatkan perlindungan terhadap 
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Bahwa hak-hak konstitusional 
pemohon ini dirugikan oleh ketentuan pada frase “diangkat” pada Pasal 6 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 
Papua yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. 
4. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi 
Hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan sebagai berikut:2 
a. Menurut pemohon, pengangkatan anggota DPRP dan DPRPB 
menimbulkan konflik karena Gubernur Provinsi Papua menghendaki 
agar anggota DPRP yang diangkat berasal dari periode 2014-2019 
meneruskan untuk periode 2019-2024. Meskipun ditolah oleh 
Kementerian Dalam Negeri, keinginan tersebut menunjukkan adanya 
upaya untuk melakukan penyimpangan terhadap demokrasi yang 
telah dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Begitu pula, 
upaya menyimpangi praktik demokrasi terjadi di DPRPB, di mana 
                                                          
2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020. 
 


































salah seorang Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat 
ditunjuk dan menjadi anggota Panitia Seleksi (Pansel); 
b. Kekacauan dalam mekanisme “pengangkatan” anggota DPRP dan 
DPRPB yang ditentukan oleh Perdasus menunjukkan proses 
rekrutmen yang tidak adil dan tidak demokratis, sehingga 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan asas-asas atau prinsip-prinsip Pemilu yang “langsung”, “umum”, 
“bebas”, “rahasia”, “jujur”, dan “adil” yang menjamin hak 
konstitusional masyarakat adat asli orang Papua; 
c. Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, “Negara 
mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang 
bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-
undang.” Salah satu pemerintahan daerah yang bersifat khusus 
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18B ayat (1) tersebut adalah 
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; 
d. Meskipun dalil-dalil Pemohon beralasan hukum, namun keberadaan 
Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tidak dapat 
serta-merta dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena hal 
demikian menimbulkan kekosongan hukum. Menurut Mahkamah 
Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dinyatakan 
inkonstitusional kecuali frasa “berdasarkan peraturan perundang-
undangan” yang diartikan “berdasarkan Peraturan Daerah Khusus”, 
 


































karena jika tidak demikian dapat menimbulkan ketidakpastian 
hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945; 
e. Pemohon mendalilkan kata “diangkat” pada Pasal 6 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 berpotensi bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar 1945 dan merugikan hak konstitusional 
masyarakat Papua yang memiliki kedudukan yang sama dalam 
hukum dan pemerintahan. Berdasarkan dalil pemohon tersebut, 
menurut Mahkamah Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah 
pemberian kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan 
mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sesuai dengan jiwa yang semangat berbangsa dan 
bernegara yang hidup dalam nilai-nilai luhur masyarakat Papua, yang 
diatur dalam Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah 
Provinsi; 
f. Pemohon mendalilkan frasa “diangkat” pada Pasal 6 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar 1945 karena mekanisme pengangkatan yang tidak adil 
dan merupakan tindakan penyimpangan terhadap demokrasi yang 
telah dianut dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Berkenaan 
dengan dalil pemohon tersebut, menurut Mahkamah bahwa kata 
“diangkat” dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2001 yang menyatakan “DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan 
 


































diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan”, apabila 
dikaitkan dengan otonomi khusus yang diberikan pada Papua adalah 
bagian dari pengakuan negara terhadap bentuk kekhususan daerah ini 
dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika mekanisme 
pengangkatan tersebut diubah atau dimaknai “dipilih oleh 
masyarakat asli Papua,” sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, 
menurut Mahkamah tidak sejalan dengan otonomi khusus yang 
diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945; 
g. Gubernur Provinsi Papua menghendaki agar anggota DPRP yang 
diangkat dari periode 2014-2019 meneruskan jabatannya untuk 
periode 2019-2024 yang dianggap penyimpangan terhadap demokrasi 
yang telah dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Begitu 
pula upaya menyimpangi demokrasi yang terjadi di DPRPB, di mana 
seorang Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat ditunjuk 
dan menjadi anggota Panitia Seleksi. Menurut Mahkamah, 
seandainya pengisian Anggota DPRP melalui mekanisme 
pengangkatan benar-benar menyimpang dalam prakteknya, hal 
demikian bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas norma, 
melainkan merupakan penerapan atau implementasi norma. 
Berkenaan dengan Panitia Seleksi, menurut Mahkamah, jika tidak 
terdapat “tendensi atau kecenderungan memiliki kedekatan dengan 
partai politik” hal demikian tidak terkait dengan konstitusionalitas 
 


































kata “diangkat” dalam Pasaln 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2001; 
h. Pemohon mendalilkan bahwa pengisian anggota DPRP ini 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan asas-asas atau prinsip-prinsip Pemilu yang “langsung”, “umum”, 
“bebas”, “rahasia”, “jujur”, “adil” yang menjamin hak konstitusional 
masyarakat adat asli orang Papua. Berkenaan dengan hal tersebut, 
Mahkamah berpendapat bahwa pengisian anggota DPRP dan DPRPB 
melalui mekanisme pengangkatan yang bertentangan dengan prinsip-
prinsip Pemilu tidaklah tepat digunakan untuk menilai 
konstitusionalitas kata “diangkat” dalam norma Pasal 6 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Karena mekanisme 
pengangkatan memang tidak dimaksudkan penyelenggaraannya 
dilaksanakan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana 
dimaksudkan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 
Apalagi Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 
merupakan affirmative action (kebijakan untuk memperoleh peluang 
yang setara) bagi masyarakat asli Papua dalam lembaga perwakilan 
di daerah, baik DPRP maupun DPRPB, dalam rangka mengambil 
kebijakan pemerintah Provinsi, baik Provinsi Papua maupun Provinsi 
Papua Barat; 
i. Mahkamah menegaskan bahwa pengisisan lembaga perwakilan 
melalui mekanisme pengangkatan adalah untuk memberikan 
 


































kesempatan kepada kelompok tertentu agar dapat dipastikan mereka 
memiliki wakil di lembaga perwakilan, mekanisme pengangkatan 
memang tidak sama dengan cara pemilihan yang dilakukan secara 
langsung oleh rakyat. Apabila diletakkan dalam konteks otonomi 
khusus Papua, mekanisme tersebut adalah merupakan wujud dari 
kekhususan Papua dan Papua Barat dan sekaligus untuk memberikan 
ruang yang lebih besar kepada orang asli Papua duduk di DPRP dan 
DPRPB. Jikalau logika pemohon diikuti, kata “diangkat” dimaknai 
menjadi “dipilih oleh masyarakat asli Papua”, selain mengurangi 
karakter kekhususan Papua dan Papua Barat dalam bingkai Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, tindakan tersebut dapat mengurangi 
peluang orang asli Papua menjadi anggota DPRP dan DPRPB. 
5. Amar Putusan 
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana dijelaskan 
diatas maka Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut:3 
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
                                                          
3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020. 
 



































TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PUTUSAN 
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4/PUU-XVIII/2020 TENTANG 
PROSES PENGANGKATAN ANGGOTA DPRP DAN DPRPB 
 
A. Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat 
Peraturan yang menjadi dasar otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua 
Barat belum memiliki peraturan pelaksana yang tegas sehingga belum dapat 
menjadi acuan yang signifikan, hal ini menyebabkan adanya multitafsir 
kewenangan dan terdapat ketidaktegasan pada tahap pelaksanaan kebijakan. Tidak 
dapat dipungkiri bahwa akan terjadi konflik di dalam wilayah Papua dan Papua 
Barat, sekaligus menjadi potensi yang memberikan kesempatan elit politik lokal 
Papua dalam mencapai keuntungan pribadinya. 
Otonomi khusus Papua tidak bisa dikatakan sebagai bentuk kesepakatan 
bersama, melainkan produk dari pengurangan konflik di Papua oleh pemerintah 
pusat. Akibatnya, terkait dengan adanya otonomi khusus, para pihak yang 
bertikai tidak saling memahami. Bagi pemerintah pusat, otonomi khusus 
merupakan bentuk penyelesaian konflik yang spesifik, dan bagi sebagian 
masyarakat Papua, otonomi khusus merupakan langkah awal pemerintah pusat 
untuk menghentikan perlawanan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa otonomi 
khusus ini diberikan untuk keamanan dari Provinsi Papua dan Papua Barat itu 
sendiri. 
 


































Latar belakang pemberian otonomi khusus kepada Papua adalah karena 
pemerintah mengakui bahwa Papua mempunyai masalah yang belum 
terselesaikan sampai undang-undang dibentuk. Permasalahan tersebut 
melibatkan semua bidang politik, pemerintahan, ekonomi, dan sosial budaya. 
Pemerintah juga mengakui bahwa kebijakan yang diambil dan dilaksanakan 
untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua mengandung kesalahan. 
Diakui secara umum bahwa kegiatan yang dilakukan di Papua tidak mencapai 
rasa keadilan, kemakmuran, penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak 
asasi manusia, terutama penghormatan terhadap masyarakat Papua. 
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020 
Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus Papua merupakan bentuk kekhususan dan perlindungan 
tersendiri bagi masyarakat asli Papua. Kalaupun terdapat ketidaksesuaian, hal 
tersebut merupakan hal-hal yang berasal dari implementasi yang tidak sesuai. 
Pelaksanaan otonomi khusus tidak diimbangi dengan upaya penyelesaian 
konflik politik secara damai. Hal ini berujung pada "politisasi" otonomi khusus 
oleh pemerintah pusat dan kelompok masyarakat Papua. Otonomi khusus telah 
menjelma menjadi persoalan politik, bukan rencana nyata untuk meningkatkan 
taraf hidup masyarakat Papua dan menghormati hak-hak dasarnya yang 
dilatarbelakangi oleh kebijakan otonomi khusus itu sendiri. Pemerintah pusat 
masih menerapkan metode pengamanan yang bertentangan dengan tujuan 
otonomi khusus untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. 
 


































Pemerintah memberikan Otonomi Khusus bagi Papua adalah bentuk sebuah 
perlindungan dalam hal kamanan untuk Papua seperti terdapat pada Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua pada bagian 
pertimbangan huruf i. 
Disebutkan “bahwa pemberlakuan kebijakan khusus dimaksud didasarkan 
pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap 
etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi 
hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban 
sebagai warga negara.”1 
Beberapa poin penting yang terdapat pada UU No 21 Tahun 2001 bagian 
pertimbangan huruf i yaitu: 
1. Perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral 
Implementasi yang dilakukan Gubernur Papua atas kebijakan terkait 
pengangkatan anggota dewan tidaklah bermoral, karena merupakan kebiasaan 
yang akan menimbulkan kekacauan lebih besar di lingkup politik Provinsi Papua. 
Kebijakan yang tegas, bijaksana, dan menguntungkan semua masyarakat adalah 
kebijakan yang diharapkan masyarakat asli Papua, sehingga akan minim konflik 
yang terjadi. Dengan adanya otonomi khusus yang berbeda dengan daerah-
daerah lainnya, bukan berarti para petinggi dapat memutuskan kebijakan yang 
tidak sesuai dengan peraturan yang ada. 
Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 4/PUU-XVIII/2020, disebutkan bahwa pemberian otonomi khusus ini juga 
                                                          
1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. 
 


































sebagai pengakuan atas adat dan kebiasaan masyarakat asli Papua yang masih 
kental. UU No 21 Tahun 2001 juga sebagai pnjamin perlindungan dan 
penghargaan etika dan moral Papua. Yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah 
Papua terhadap masyarakatnya yaitu, Pemerintah provinsi berkewajiban menjaga 
dan memberikan jaminan hidup yang layak bagi penduduk Provinsi Papua yang 
mengalami masalah sosial sesuai dengan kewenangannya. Dalam memenuhi 
kewajibannya, Pemprov akan memaksimalkan peran masyarakat, termasuk 
lembaga swadaya masyarakat, dan Pemprov telah memberikan perhatian khusus 
dan penanganan pembangunan suku terasing, terpencil dan terabaikan di Papua. 
Untuk menjaga dan memperkuat jati diri orang Papua, pemerintah provinsi 
berkewajiban membina, mengembangkan, dan memelihara keanekaragaman 
bahasa dan sastra daerah. Selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, 
bahasa Inggris ditetapkan sebagai bahasa kedua di semua tingkat pendidikan. 
Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di tingkat pendidikan 
dasar sesuai kebutuhan. 
Penghargaan terhadap etika dan moral juga dapat dilakukan dengan 
mendorong aparat pemerintah dan seluruh masyarakat Papua mempraktekan 
ajaran agama masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dengan cara 
inilah seluruh rakyat Papua dapat menikmati kesejahteraan yang sesungguhnya 
baik jasmani maupun rohani.2 
2. Hak-hak dasar penduduk asli 
                                                          
2 Azmi Muttaqin, “Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik Dan Aspirasi 
Kemerdekaan Papua”, Politika: Jurnal Ilmu Politik: Vol 4, No 1, (Januari, 2014). 
 


































Perlindungan terhadap hak-hak dasar penduduk asli Papua dimaksudkan untuk 
memungkinkan masyarakat Papua dapat mengembangkan kemampuan diri yang 
dikaruniakan Tuhan kepadanya secara baik dan bermartabat, sehingga dalam 
waktu secepat-cepatnya rakyat Papua dapat menjadi warga Negara Indonesia dan 
anggota masyarakat dunia yang modern dan sejajar dengan bangsa-bangsa maju 
manapun dengan tidak meninggalkan identitas dan jati dirinya.3 
Disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) UU No 21 Tahun 2001 yakni “Pemerintah 
Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan 
mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan 
peraturan hukum yang berlaku.” Hal ini juga sudah termasuk dalam perlindungan 
hak-hak dasar masyarakat asli Papua. 
Dalam Putusan Nomor 4/PUU-XVIII/2020 disebutkan bahwa salah satu 
alasan pemohon karena hak-hak sebagai penduduk Papua tidak terpenuhi 
dikarenakan implementasi yang dilakukan oleh Gubernur tidak sejalan dengan 
peraturan yang ada. Hal ini menimbulkan konflik karena tidak bijak nya Gubernur 
sebagai pemimpin yang seharusnya memenuhi hak-hak dasar orang asli Papua. 
Oleh karena itu, pentingnya kesadaran diri dari Gubernur atas Undang-Undang 
Otonomi Khusus yang dianut oleh Provinsi Papua sebagai dasar kemaslahatan 
masyarakat asli Papua.  
3. Hak Asasi Manusia 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 pasal 45 s/d 47. 
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan penduduk Papua memiliki kewajiban 
                                                          
3 Ibid. 
 


































untuk memelihara, memajukan, melindungi, dan menghormati hak asasi 
manusia di Provinsi Papua. Untuk melaksanakan hal-hal tersebut, pemerintah 
membentuk wakil dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak 
Asasi Manusia dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
Dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa Provinsi Papua, 
dibentuklah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang bertugas memperjelas 
sejarah Papua guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta merumuskan dan menentukan 
langkah-langkah rekonsiliasi. Susunan anggota Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi, jabatan, pelaksanaan tanggung jawab, dan pengaturan pendanaan 
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi diatur dalam Keputusan Presiden setelah 
mendapat usulan dari Gubernur. Pada saat yang sama, untuk melindungi hak 
asasi perempuan, pemerintah provinsi memiliki kewajiban untuk memelihara, 
melindungi, dan meningkatkan kekuatan perempuan secara bermartabat, serta 
berupaya agar mereka sejajar dengan kaum laki-laki. 
Sebagai kaum perempuan, pemohon yang terdapat dalam Putusan Nomor 
4/PUU-XVIII/2020 merasa kecewa dengan kebijakan Gubernur tersebut. karena 
Hak Asasi nya dilanggar dengan tidak bisa mencalonkan diri sebagai anggota 
dewan. Padahal dalam UU No 21 Tahun 2001 disebutkan bahwa pemerintah 
harus melindungi Hak Asasi kaum perempuan seperti yang dijelaskan 
sebelumnya. 
4. Supremasi hukum 
 


































Empat elemen penting dalam negara hukum, yang menjadi ciri tegaknya 
supremasi hukum mencakup, adanya: (i) jaminan bahwa pemerintah dalam 
menjalankan kekuasaannya selalu dilaksanakan atas dasar hukum dan peraturan 
perundang-undangan, (ii) jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar, 
(iii) pembagian kekuasaan negara yang jelas, adil, dan konsisten, serta (iv) 
perlindungan hukum dari badan-badan peradilan terhadap tindak pemerintahan.4 
Provinsi Papua belum sempurna dalam menerapkan empat elemen supremasi 
hukum tersebut. tindakan Gubernur yang tidak menjalankan kebijakannya sesuai 
dengan Undang-Undang yang berlaku adalah salah satu permasalahan yang 
menimbulkan tidak terpenuhinya empat elemen tersebut. Hal ini berakibat bahwa 
supremasi hukum di Papua belum sepenuhnya terpenuhi. 
5. Demokrasi 
Melalui Otsus ini hendak didorong kemampuan masyarakat Papua untuk 
memanfaatkan perangkat demokrasi yang tersedia dalam negara modern seperti 
partai politik, pemilihan umum, dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat agar 
berbagai aspirasi yang dimiliki dapat disalurkan secara baik dan memiliki legalitas 
yang kuat dan efektif demi tercapainya kehidupan berdemokrasi secara dewasa 
dan bertanggungjawab.5 
Dalam hal pemilihan anggota dewan Provinsi Papua dan Papua Barat, dengan 
otonomi khususnya jelas berbeda dengan pemilihan pada umumnya, seperti yang 
                                                          
4 Bambang Sugiono & Ahmad Husni, “Supremasi Hukum dan Demokrasi”, Jurnal Hukum. No. 14 
Vol 7 Agustus 2000:71-82, (Agustus 2000), 72. 
5 Azmi Muttaqin, “Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik Dan Aspirasi 
Kemerdekaan Papua”, Politika: Jurnal Ilmu Politik: Vol 4, No 1, (Januari, 2014). 
 


































disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020. 
Pemilihan anggota dewan di Papua dan Papua Barat melalui Proses seleksi yang 
dilakukan oleh Panitia Seleksi. Hal ini juga menimbulkan banyak konflik, dengan 
beberapa alasan seperti anggota panitia seleksi yang tidak transparan sehingga 
timbul pemikiran bahwa tidak menutup kemungkinan terdapat ketidakjujuran 
dalam pemilihan tersebut. Hal ini mendorong masyarakat asli Papua untuk selalu 
mengimplementasikan Undang-Undang yang berlaku dengan tegas dan bijak. 
6. Pluralisme 
Pluralisme adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan masyarakat yang 
majemuk dan sistem sosial politiknya. Secara garis besar, pluralisme adalah 
paham yang menghargai perbedaan sosial dan memungkinkan kelompok-
kelompok yang berbeda tersebut mempertahankan keunikan budayanya masing-
masing. Selain itu, dalam konsep pluralisme, kelompok yang berbeda memiliki 
status yang sama. Tidak ada yang memainkan peran dominan atau 
mengendalikan di antara kelompok-kelompok. Pluralisme bukan berarti 
memaksakan keyakinan yang berbeda untuk diyakini oleh orang lain, melainkan 
suatu sikap dan pemikiran yang terbuka, toleran terhadap perbedaan, dan mampu 
menjalin hubungan yang harmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Konflik pluralisme di Papua tidak kunjung reda. Hal ini disebabkan adanya 
konflik antara suku mayoritas dan suku minoritas. Seorang anggota DPR RI dari 
Daerah Pemilihan Papua mengusulkan kepada pemerintah pusat agar persoalan 
tersebut dikembalikan ke daerah. Menurutnya, penyelesaian konflik Papua harus 
mengadopsi local wisdom atau kearifan lokal yang dapat dipahami sebagai 
 


































gagasan–gagasan setempat lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, 
bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Pasalnya, 
berbagai upaya pemerintah pusat selama ini belum membuahkan hasil. 
Permasalahan yang terdapat di lingkup pengangkatan anggota DPRP tentang 
tidak adilnya implementasi Gubernur Papua terhadap salah satu calon yang tidak 
dapat menyampaikan hak konstitusional nya untuk menjadi salah satu anggota 
DPRP dipandang sebagai tidak bijaknya Gubernur Papua dalam menyadari 
pluralisme di Papua. Dimana kebijakan tersebut bahkan merugikan pihak 
mayoritas orang asli Papua. Hal inilah yang menjadi Otonomi Khusus Papua 
sangat diperlukan untuk di pahami secara tertulis maupun implementasinya. 
Seperti yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-
XVIII/2020, dikatakan bahwa Otonomi Khusus ini sebagai ciri khas dari Papua 
itu sendiri sebagai penghargaan bagi masyarakat asli Papua untuk menjalankan 
sistem pemerintahan sesuai dengan semangat yang tertanam dalam jiwa orang-
orang asli Papua. 
7. Persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban warga negara 
Salah satu ciri bangsa Indonesia adalah budayanya yang sangat beragam. 
Mulailah dengan keragaman suku, ras, agama dan golongan. Keberagaman ini 
perlu dikelola dengan tepat untuk menciptakan rasa keadilan dan perdamaian. 
Salah satunya melalui penerapan aturan persamaan kedudukan warga negara. 
Aturan kesetaraan warga negara harus diterapkan agar tidak terjadi kesewenang-
wenangan antara warga negara dengan penyelenggara negara, dan antara warga 
negara dengan warga negara lain. Undang-Undang Dasar Negara Republik 
 


































Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang persamaan kedudukan warga negara, 
dan persamaan kedudukan warga negara tersebut terwujud dalam persamaan hak 
dan persamaan kewajiban. 
Pengakuan atas kesamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara ini perlu 
dilaksanakan secara bijaksana dan peka terhadap kondisi objektif sebagian 
masyarakat Papua yang kondisi sosial, ekonomi, dan politiknya memerlukan 
perlindungan tertentu. Perlindungan itu diharapkan dapat mengembangkan 
kemampuan diri masyarakat Papua untuk dalam waktu yang secepat-cepatnya 
dapat terlayani hak-hak dan memenuhi kewajiban-kewajibannya sama seperti 
semua warga negara.6 
B. Menakinsme Proses Pengangkatan Anggota DPRP dan DPRPB Sesuai 
dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020 
Otonomi Khusus bagi Papua maupun Papua Barat pada dasarnya adalah 
pemberian kewenangan lebih luas bagi Provinsi dan masyarakat Papua. Dalam hal 
ini untuk mengurus diri sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, yaitu seperti menyelenggarakan pemerintahan termasuk menentukan 
wakil-wakil rakyat sesuai dengan Peraturan Daerah Khusus yang sudah dibuat 
khusus untuk Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat. Pelaksanaan otonomi 
khusus dilakukan oleh masyarakat Papua dengan jiwa yang semangat berbangsa 
dan bernegara. Termasuk pengangkatan anggota DPR Provinsi Papua yang 
seharusnya secara khusus dilaksanakan oleh masyarakat asli Papua sendiri. 
                                                          
6 Azmi Muttaqin, “Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik Dan Aspirasi 
Kemerdekaan Papua”, Politika: Jurnal Ilmu Politik: Vol 4, No 1, (Januari, 2014). 
 


































Pengisian Anggota DPRP melalui mekanisme “pengangkatan” sebagaimana 
diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 merupakan 
upaya untuk memberikan pengakuan secara khusus kepada masyarakat asli Papua 
dalam hal ini termasuk melaksanakan pengangkatan anggota dewan perwakilan. 
Proses pengangkatan anggota DPRP yang terdapat dalam Peraturan Daerah 
Khusus Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Keanggotaan 
Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme 
Pengangkatan Periode 2014-2019, antara lain: 
a) Pengisian anggota DPRP dilakukan melalui proses pengangkatan yang 
dilakukan oleh PANSEL secara terbuka, efektif dan efisien berdasarkan 
prinsip keterwakilan, keadilan dan demokrasi; 
b) PANSEL terdiri dari PANSEL Provinsi, PANSEL DAPENG, dan PANSEL 
Kabupaten / Kota. PANSEL Provinsi dan PANSEL DAPENG terdiri dari 
dua akademisi, dua LSM dan satu tokoh agama. Sedangkan PANSEL 
Kabupaten/ Kota terdiri dari dua LSM, dua tokoh adat dan satu tokoh 
agama; 
c) PANSEL Provinsi mengumumkan hasil seleksi calon anggota DPRP melalui 
PANSEL DAPENG dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak dibentuknya 
PANSEL Provinsi. Pengumuman pendaftaran dikeluarkan selama 3 (tiga) 
hari berturut-turut dan disebarluaskan melalui media massa. Di seluruh 
kabupaten / kota di Provinsi Papua, pengumuman seleksi dan pendaftaran 
anggota DPRP akan dilakukan secara bersamaan. 7 (tujuh) hari terhitung 
 


































sejak tanggal pengumuman pendaftaran, pendaftaran calon anggota DPRP 
dilaksanakan. Pendaftaran calon anggota DPRP dilakukan di masing-masing 
kabupaten / kota berdasarkan daerah asal masing-masing suku; 
d) PANSEL Kabupaten / Kota akan menyerahkan bukti pendaftaran calon 
anggota DPRP kepada PANSEL DAPENG dalam waktu 3 (tiga) hari 
terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran. Laporan pendaftaran calon 
anggota DPRP ditandatangani oleh PANSEL DAPENG. Hasil pendaftaran 
calon anggota DPRP dilaporkan ke PANSEL provinsi. PANSEL DAPENG 
melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen pendaftaran calon 
DPRP dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan 
pendaftaran. Untuk verifikasi administrasi, PANSEL DAPENG 
menandatangani berita acara hasil verifikasi dan melaporkannya ke 
PANSEL provinsi; 
e) PANSEL DAPENG menetapkan bakal calon yang akan dilangsungkan 
dalam tiga (tiga) hari dan mengumumkan hasilnya kepada publik. PANSEL 
Provinsi melakukan verifikasi calon anggota DPRP berdasarkan hasil 
penetapan PANSEL DAPENG. Verifikasi calon dilakukan selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya 
dokumen penetapan bakal calon dari PANSEL DAPENG. PANSEL Provinsi 
memverifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan calon anggota DPRP. 
Verifikasi diklasifikasikan berdasarkan DAPENG dan nomor urut pringkat 
untuk menentukan 42 (empat puluh dua) anggota calon tetap menjadi calon 
terpilih DPRP yang dicantumkan dalam berita acara; 
 


































f) PANSEL provinsi mengirimkan hasil daftar final calon ke MRP untuk 
meninjau dan menyetujui keaslian orang asli Papua. Daftar calon terakhir 
ditentukan dengan keputusan PANSEL provinsi, dan verifikasi dilakukan 
untuk menentukan calon terpilih untuk anggota DPRP sebanyak 14 (empat 
belas) orang. PANSEL Provinsi mengumumkan calon terpilih berdasarkan 
jumlah anggota DPRP dari masing-masing kursi DAPENG. Daftar calon 
tetap dan calon terpilih yang masuk ke daftar Gubernur diatur dengan 
keputusan, Gubernur menyampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri, 
tembusannya diserahkan ke DPRP dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 
Papua. Menteri Dalam Negeri secara resmi mengangkat anggota DPRP 
melalui keputusan Menteri Dalam Negeri. Sebelum menjalankan tugasnya, 
anggota DPRP yang ditunjuk mengucapkan sumpah / janji sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
Mekanisme pengangkatan anggota DPRPB diatur dalam Peraturan Daerah 
Khusus Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan 
Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan, antara lain: 
a) Pengisian anggota DPRPB melalui proses pengangkatan dilakukan dalam 
empat tahapan yaitu, pertama adalah pengusulan calon yang dilakukan 
melalui musyawarah adat oleh setiap suku asli masyarakat adat pada 
kabupaten/kota di setiap Dapeng (Daerah Pengangkatan). Kedua adalah 
verifikasi kelayakan sebagai calon yang dilakukan dalam bentuk pemeriksaan 
dokumen persyaratan calon oleh Panja (Panita Penjaringan). Ketiga adalah 
seleksi yang dilakukan pada tingkat Provinsi oleh Pansel (Panitia Seleksi). 
 


































Keempat adalah penetapan anggota DPRPB terpilih yang dilakukan oleh 
Pansel berdasarkan ranking. 
b) Calon anggota DPRPB yang akan diangkat diusulkan oleh masyarakat adat 
melalui musyawarah adat pada setiap kabupaten/kota di masing-masing 
Dapeng yang dihadiri pejabat pemerintah. Jumlah calon anggota DPRPB yang 
diusulkan adalah  3 (tiga) kali jumlah alokasi kursi dalam setiap Dapeng yang 
terdiri dari 1 (satu) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki. Hasil 
musyawarah akan disampaikan kepada Panja, kemudian Panja melakukan 
penjaringan administrasi dan menyampaikan hasil penjaringan kepada Pansel. 
c) Sebelumnya adanya musyawara pengusulan calon anggota DPRPB, Panja 
harus mengumumkan persyaratan calon anggota DPRPB kepada masyarakat. 
Setelah pengumuman persyaratan, dalam 14 hari Panja harus mengumumkan 
setiap tahapan proses penjaringan calon anggota DPRPB. 
d) Pansel melakukan seleksi calon anggota DPRPB hasil dari penjaringan 
kabupaten/kota yang sudah diajukan oleh Panja. Tahap seleksi calon yang 
dilakukan oleh Pansel yaitu, tahap pertama adalah verifikasi administrasi 
terhadap calon anggota DPRPB yang sudah diajukan oleh Panja, tahap kedua 
adalah tes kesehatan yang dalam hal ini adalah tes Narkotika, Psikotropika, 
dan Zat Adiktif yang dilakukan oleh Badan Nasional Narkotika Provinsi dan 
medical check up yang dilakukan oleh Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Pansel, 
tahap ketiga adalah tes kemampuan akademik yang dilakukan dalam bentuk 
tes tulis dan wawancara yang di fasilitasi oleh Pansel. Tes tulis dilakukan 
dengan penulisan makalah terkait dengan implementasi Otonomi Khusus dan 
 


































wawasan kebangsaan yang dilakukan dihadapan Pansel. Sedangkan 
wawancara dilakukan dengan pemaparan visi, misi, dan konsep perlindungan, 
pemberdayaan, penghormatan dan keberpihakan terhadap Orang Asli Papua 
yang juga dilakukan dihadapan Pansel. Kemudian Pansel melakukan penilaian 
sesuai dengan standarisasi kelayakan dengan menentukan ranking seleksi. 
e) Calon anggota DPRPB yang memenuhi kriteria kelayakan berdasarkan 
ranking oleh Pansel dalam setiap bentuk seleksi akan ditetapkan sebagai 
anggota DPRPB terpilih dan berhak diangkat. Pansel menyampaikan hasil 
seleksi anggota DPRPB kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur 
untuk mendapat penetapan. Gubernur harus menyampaikan hasil seleksi 
anggota DPRPB yang sudah disampaikan oleh Pansel kepada Menteri Dalam 
Negeri dalam waktu 7 hari. Setelah mendapatkan penetapan, anggota DPRPB 
yang diangkat wajib mengucap sumpah/janji sebelum melaksanakan tugas dan 
wewenangnya. Pengucapan sumpah/janji dipandu oleh Ketua Pengadilan 
Tinggi dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRPB dengan didampingi oleh 
rohaniawan sesuai dengan agama masing-masing dari anggota DPRPB yang 
diangkat. 
Dalam penyelenggaraan pengangkatan anggota DPRPB terdapat 
penyelenggara yang disebut Pansel (Panitia Seleksi) dan Panja (Panitia 
Penjaringan). Mekanisme pengisian keanggotaan Pansel dan Panja juga terdapat 
dalam Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengisian 
Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme 
 


































Pengangkatan. Mekanisme pengisian keanggotaan Pansel dan Panja sebagai 
berikut: 
a) Penyelenggara pengangkatan anggota DPRPB adalah Pansel Provinsi dan 
Panja pada kabupaten/kota dalam setiap Dapeng. Anggota Pansel berjumlah 
lima orang yang terdiri dari, satu orang akademisi yang ditunjuk oleh DPRPB 
melalui rapat DPRPB, satu orang dari keterwakilan pers yang ditunjuk oleh 
Persatuan Wartawan Indonesia yang dipilih melalui rapat organisasi, satu 
orang dari kejaksaan yang diajukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, satu orang 
dari pemerintah daerah yang ditunjuk oleh Gubernur, dan satu masyarakat 
adat yang ditunjuk oleh MRPB (Majelis Rakyat Papua Barat) yang dipilih 
melalui rapat MRPB. 
b) Susunan Pansel terdiri dari satu orang ketua, satu orang sekretaris, dan tiga 
orang anggota. Ketua dan sekretaris Pansel dipilih oleh anggota Pansel 
melalui musyawarah kemudian ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Guna 
mendukung kinerja Pansel untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya 
dalam proses seleksi anggota DPRPB, maka dibentuk sekretariat terdiri dari 
lima orang yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi yang 
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 
c) Panja terdiri dari tiga orang yang terdiri dari satu orang dari unsur Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih oleh Kepala Daerah, satu orang dari 
unsur masyarakat adat yang dipilih oleh MRPB hasil koordinasi dengan 
lembaga adat suku asli setempat yang sudah terdaftar di Badan atau Kantor 
Kesatuan Bangsa dan Politik, dan satu orang dari unsur keterwakilan 
 


































perempuan yang dipilih oleh lembaga perempuan suku asli setempat yang 
sudah terdaftar di Badan atau Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. 
d) Susunan Panja terdiri atas satu Ketua dari unsur masyarakat adat, satu orang 
Sekretaris dari unsur Aparatur Sipil Negara, dan satu orang anggota dari 
keterwakilan perempuan adat. Guna mendukung tugas dan wewenang Panja, 
maka dibentuk Sekretariat Panja yang terdiri dari tiga orang dari unsur 
Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Panja dan Sekretariat Panja ditetapkan 
dengan Keputusan Gubernur. 
C. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 4/PUU-XVIII/2020 
Memilih seorang yang berilmu dan dapat mewakili suara-suara rakyat dalam 
menyelesaikan perkara-perkara politik dan mengutamakan kemaslahatan rakyat 
adalah wajib bagi umat muslim. 
Pada zaman Rasulullah SAW, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat 
disebut sebagai Ahlul halli Wal Aqdi yaitu anggota dari Majlis Syuro’ yang 
bertindak sebagai badan legislatif. Ahlul halli wal aqdi sendiri secara bahasa, Ahlu 
al-Halli Wa al-‘Aqdi terdiri dari tiga kata. Ahlu berarti orang yang memiliki atau 
orang yang berhak, al-Halli berarti melepaskan, menyesuaikan, memecahkan, dan 
‘Aqdi berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk. Jadi Ahlu al-Halli Wa 
al-‘Aqdi adalah orang-orang yang memiliki hak atau kewenangan untuk 
 


































menentukan, memecahkan, atau memutuskan suatu masalah, dan keputusan 
tersebut bersifat mengikat.7 
Berawal dari kepemimpinan Khalifah Abu Bakar yang tidak dapat 
menemukan penyelesaian dalam Al-Qur’an tentang permasalahan dalam 
masyarakat, maka dilakukan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan 
bersama dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian pada zaman Khalifah 
Umar bin Khattab, beliau mempunyai sekelompok orang berilmu, adil, dan 
bertanggung jawab yang disebut Ahlu al-Halli Wa al-‘Aqdi untuk melakukan 
musyawarah dalam hal kenegaraan dan kemaslahatan rakyat. 
Di dalam Al-Qur'an tidak di jelaskan bagaimana mekanisme pembentukan 
Ahlu al-Halli Wa al-‘Aqdi. Namun apabila kita melihat contoh dari tim formatur 
yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab, Ahlu al-Halli Wa al-‘Aqdi dipilih 
atau ditentukan oleh seorang Khalifah atau penguasa tertinggi dengan jumlah 
anggota enam orang, dari keenam anggota tersebut memiliki wewenang masing-
masing yaitu sebagai pihak yang independen, sebagai penasihat, dan tidak 
memiliki hak untuk memilih ataupun dipilih. 
Pemimpin yang berilmu adalah pemimpin yang baik dalam islam, seperti yang 
terdapat dalam Al-Qur’an Surah Al- Mujaadilah ayat 11, yang berbunyi: 
ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيرش .“ ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم دََرَجاتٍّ َواَللَّ  ”...يَْرفَعِ اَللَّ
“...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al Mujaadilah : 11). 
                                                          
7 Iskandar Syukur, “Implementasi Demokrasi Dalam Peranan Ahlu Al-Halli Wa Al-‘Aqdi”, Asas, 
Vol. 11, No. 01, (Januari 2019), 51-52. 
 


































Dari firman Allah tersebut, sesuai dengan proses pengangkatan anggota DPRP 
dan DPRPB yang dilakukan dengan pemilihan ketat melalui berbagai ujian yang 
salah satunya menguji ilmu pengetahuan para calon anggota dewan. Seperti yang 
tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2019 
tentang Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui 
Mekanisme Pengangkatan yang berbunyi: 
(1) Seleksi kemampuan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) 
huruf c dilakukan dalam bentuk: 
a. Tes tertulis terdiri dari penulisan makalah yang terkait dengan 
implementasi Otonomi Khusus dan wawasan kebangsaan; dan 
b. Wawancara yang terdiri dari pemaparan visi, misi dan konsep 
perlindungan, pemberdayaan, penghormatan dan keberpihakan 
(affirmative action) terhadap Orang Asli Papua.8 
Dalam Shahih Muslim diriwayatkan dari Nafi’ bin Abdul Harits Al Khuza’i 
(pegawai Umar di Makkah), bahwa dia bertemu dengannya di Usfan dan berkata, 
“Siapakah yang memimpin kamu?” Ia menjawab, “Yang memimpin segala 
urusanku adalah Ibnu Abza, hamba sahaya kami.” Umar berkata, “Apakah kamu 
menjadikan seorang hamba sahaya sebagai pemimpin?” Ia menjawab, “Dia adalah 
seorang yang ahli dalam kitab Allah (Al-Qur’an) dan ilmu Faraidh (ilmu waris).” 
Maka Umar pun berkata, “Sesungguhnya Nabi kamu sekalian telah menyatakan, 
                                                          
8 Peraturan Daerah Khusus Nomor 4 Tahun 2019. 
 


































“Sesungguhnya Allah telah mengangkat derajat suatu kaum dan menghinakan 
kaum lain dengan kitab ini (Al-Qur’an).”9 
Musyawarah yang dilakukan oleh Ahlu al-Halli Wa al-‘Aqdi didasarkan atas 
ajaran Al-Qur’an yakni berdasarkan atas firman Allah SWT :  
“. َ يُِحبنو اْلُمتََوِكِِّلينَ َوَشاِوْرُهْم فِي األْمِر فَإِذَا َعَزمْ  ِ إِنَّ اَللَّ َت فَتََوكَّْل َعلَى اَللَّ ...” 
“...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 
kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya 
Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.” (QS Ali Imran : 159). 
Misi lembaga Ahlu al-Halli Wa al-‘Aqdi tidak hanya melakukan musyawarah 
kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan 
rakyat, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip standar ajaran Islam, dan 
berperan konstitusional dalam pemilihan pemimpin tertinggi negara saja. Namun 
tanggung jawab mereka juga mencakup pengawasan terhadap lembaga eksekutif, 
sebagai kekuatan pengawasan yang dilakukan oleh rakyat dan penguasa 
pemerintah untuk mencegah mereka dari pelanggaran salah satu hak Allah. Al-
Quran dan Hadist memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk menentukan 
bentuk dan sistem musyawarah serta mekanismenya sesuai kebutuhan dan 
kebutuhan zaman. Yang terpenting, keputusan ini harus sesuai dengan prinsip 
ajaran Islam yaitu kebebasan, persamaan dan keadilan. 
Sesuatu yang diwajibkan bagi seorang pemimpin untuk membuat keputusan 
yang tidak bertentangan dengan asas kebebasan, persamaan, dan keadilan. Asas 
ini harus diterapkan oleh semua pemimpin, tak menutup kemungkinan bagi para 
                                                          
9 Ibnu Hajar Al Asqalani & Al Imam Al Hafizh, Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari; 
penerjemah, Ghazirah Abdul Ummah, Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari, 
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 263. 
 


































anggota DPRP maupun Gubernur Papua. Tiga asas tersebut menunjukkan bahwa 
kebebasan, persamaan, dan keadilan yang ada pada diri orang asli Papua tidak 
boleh dilanggar dengan kebijakan yang merugikan ataupun sampai 
menghilangkan asas tersebut. 
Meskipun Al-Qur'an dan Hadits tidak menyebut Ahlu al-Halli Wa al-‘Aqdi, 
tetapi secara keseluruhan dalam bidang politik dan hukum substantif, Ahlu al-
Halli Wa al-‘Aqdi dapat disesuaikan letak dan kewenangannya dengan DPR. 
Pertimbangannya, ketika menentukan masalah, mereka harus berkonsultasi 
terlebih dahulu dan mereka memiliki keahlian yang berbeda. 
Rasulullah tidak pernah menentukan mekanisme pengangkatan seorang 
pemimpin secara eksplisit, namun gambaran tentang musyawarah banyak terdapat 
di dalam ayat-ayat al-Qur’an dan hadits, sebagaimana hadits di bawah ini: 
 َخْيًرا فَاَاَل َراِببش َوقَالُْوا َجَزاَك اَلٰلُ  َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: َحَضْرُت أُِصْيَب فَأَثْنَْوا َعلَْيهِ 
ُل أَْمَرُكْم َحيًّا َوَميِِّتًا؟ لََودَْدُت أَْن َحظَّي ِمْنَها اْلَكفَاُف اَلَعلَيَّ  َوَراِهبش قَالُْوا إْستَْخِلْف فَاَاَل أَتََحمَّ
ِ َواَل لِ  فَاَْد تتََرَكُكْم َمْن  ْن أَْستَْخِلُف فَاَْد اْستَْخلََف َمْن ُهَو َخْيرش ِمنِِّي يَْعنِي أَبَا بَْكرٍّ َوإِْن أَتُْرُكُكمْ ي فَإ
َرُسْوُل ُهَو َخْيرش ِمنِِّي )َرُسْوَل اَلٰل َصلَّى اَلٰل َعلَْيِه َوَسلَّهَم( قَاَل َعْبدُ اَلٰل: فَعََرْفُت أَنَّهُ ِحْيَن ذََكَر 
.  اَللَّه َصلَّى اَلٰل َعلَْيِه َوَسلََّم َبْيَر ُمْستَْخِلفٍّ
“Dari Ibn ‘Umar berkata: saya berada bersama ayahku ketika dia terluka, 
kemudian orang berdatangan seraya berkata “semoga Allah membalas 
kebaikanmu”, ‘Umar berkata “sama-sama”, lalu orang yang hadir berkata 
“angkatlah calon penggantimu”, maka dia berkata “apakah saya harus 
menanggung urusanmu dunia akhirat? Saya tidak ingin keputusanku merugikan 
bagiku dan tidak pula menguntungkanku, maka jika saya mengangkat pengganti 
maka orang yang lebih mulia dari saya telah melakukannya (Abu Bakar) dan jika 
saya tidak melakukannya atau mendiamkannya maka sungguh itu telah dilakukan 
oleh orang yang lebih mulia dariku yakni Rasulullah”, Ibn ‘Umar berkata: maka 
 


































sejak saat itu saya mengetahui bahwa Rasulullah tidak akan menentukan 
penggantinya”.10 
Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah yang penulis paparkan diatas tidak lepas 
dari pesan mendalam Rasulullah SAW. yang mengajarkan bahwa kita harus berdiri 
tegak pada sumber-sumber ajaran Allah SWT. yaitu Al-Qur’an dan sunnah-sunnah 
dari Rasulullah beserta para sahabat. 
  Dari Al-‘Irbadh bin Sariyah ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: 
اِشِديَن اْلَمْهِديِِّيَن ، َعضنووا َعلَْيَها بِالنََّواِجذِ   َعلَْيُكْم بُِسنَّتِي َوُسنَِّة اْلُخلَفَاِء الرَّ
“Hendaklah kalian berdiri di atas sunnahku, dan sunnah para khalifah al-rasyidin 
al-mahdiyyin (khalifah empat yang mendapatkan petunjuk), (gigitlah oleh kalian 
hal tersebut) dengan geraham yang kuat.” (HR. Ahmad, Ibn Majah, Al-Hakim, Al-
Baihaqi).”11
                                                          
10 Zainal Abidin, “Kajian Tematis Qur’an & Hadits: Kepemimpinan”, Al-Rasikh: Jurnal Hukum 
Islam halaman 115-133, Vol 6 No 1, (2017), 130. 
11 Yasin Muthohar, “Kewajiban Adanya Kepemimpinan Politik dalam Perspektif Fikih”, Jurnal 
Kajian Peradaban Islam, Pages 35-49, Vol. 1, No. 1, (2018), 48. 
 






































1. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020, 
Mahkamah menolak seluruhnya untuk permohonan dari pemohon dengan 
alasan bahwa pengangkatan anggota DPRP dan DPRPB dengan cara 
diangkat merupakan kekhususan dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua 
Barat itu sendiri. Hal ini bertujuan agar Provinsi Papua dan Provinsi Papua 
Barat mempunyai wakil dari orang asli Papua sendiri. Dengan menganut 
otonomi khusus yang sudah diberikan kepada Provinsi Papua dan Papua 
Barat, tidak sesuai jika anggota DPRP dan DPRPB diangkat dengan cara 
pemilihan umum secara langsung seperti pemilihan pada umumnya yang 
tidak menggunakan otonomi khusus. Sedangkan untuk Pansel yang 
diangkat, jika tidak dari kalangan partai politik maka sah-sah saja untuk 
menjadi bagian dari Pansel. 
2. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah yang penulis paparkan merupakan 
tinjauan dari Ahlu al-Halli Wa al-‘Aqdi yang bertindak sebagai lembaga 
legislatif di bawah naungan Majelis Syuro, dimana mempunyai 
kewenangan yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ahlu al-Halli 
Wa al-‘Aqdi  merupakan sekelompok orang berilmu, adil, dan bertanggung 
jawab untuk melakukan musyawarah dalam hal kenegaraan dan 
kemaslahatan rakyat. Seperti yang terdapat dalam Al-Qur’an Surah Al- 
Mujaadilah ayat 11, bahwa pemimpin yang berilmu adalah pemimpin yang 
 



































baik dalam Islam. Hal ini sesuai dengan pemilihan anggota DPRP dan 
DPRPB yang melakukan seleksi dengan ketat dalam hal ilmu pengetahuan. 
Seperti tes tertulis terdiri dari penulisan makalah yang terkait dengan 
implementasi Otonomi Khusus dan wawasan kebangsaan dan wawancara 
yang terdiri dari pemaparan visi, misi dan konsep perlindungan, 
pemberdayaan, penghormatan dan keberpihakan (affirmative action) 
terhadap Orang Asli Papua. 
B. Saran 
Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan daerah yang memiliki kekhususan 
tersendiri dalam pengaturan pemerintahan di daerahnya yang mencerminkan ciri  
Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai perbedaan yang khas. 
Kepada Pemerintah Daerah yang aturannya bersandar pada otonomi khusus 
diharapkan implementasinya tidak menyimpang dari aturan yang ada dengan 
menggunakan aturan-aturan kekhususan daerah tersebut sebagai alasan 
penyimpangannya. 
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